SALINAN J

WALIKOTA SORONG
PROPINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 18A TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Pengendalian,
Pengawasan, Penjualan dan peredaran Minuman
Beralkohol agar dapat dilakukan dengan tertib, efektif,
dan efisien sesuai dengan perkembangan terkini dan
kebutuhan masyarkat guna meningkatkan
pertumbuhan  perekonomian Daerah maka perlu
dilakukan penyesuaian pengaturan;

b. bahwa peraturan Walikota Sorong Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengendalian, Pengawasan dan
Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol sudah
tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian
masa kini, maka perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan



Mengingat

Atas Peraturan Walikota Sorong Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban
Peredaran Minuman Beralkohol,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun
1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagimana telah
diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) sebagimana telah
diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



10.

11.

12.

13.

14.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6641);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6641);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013



15.

16.

17.

18.

19.

20.

tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha
Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 968);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299);
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha
Bar/Rumah Minum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1034);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018
tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
813);

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman



Menetapkan

Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun

2015 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sorong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 1);

22. Peraturan Walikota Sorong Nomor 17 Tahun 2023
tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis
resiko di kota sorong (Berita Daerah Kota Sorong

Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sorong
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengendalian, Pengawasan
dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol
(Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2024 Nomor 6),
diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Rekomendasi sebagaimana Pasal 5 huruf a, untuk
distributor dan sub distributor guna pengawasan,
pengendalian dan peredaran minuman beralkohol
golongan A, golongan B dan golongan C, diberikan

kuota:



a. minuman beralkohol golongan A, golongan B dan
golongan C dengan jumlah yang dibatasi paling
banyak 80.000 (delapan puluh ribu) karton per
tahun; dan

b. tetap.

Pasal II
Peraturan Walikota  ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal, 1 -8 - 2024
Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
SEPTINUS LOBAT

Diundangkan di Sorong
pada tanggal, 1 — 8 - 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2024 NOMOR 18 A

Salinan- se,sual dengan aslinya
KEPALA@;AG\AN HUKUM
T '3 Y




